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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan  

Desa Nunggi Kecamatan Wera, Kabupaten Bima melakukan kegiatan 

yang bertujuan untuk membina dialog dengan masyarakat. Sosialisasi 

memfasilitasi peningkatan pemahaman di kalangan masyarakat dan 

pemangku kepentingan terkait mengenai inisiatif dan kegiatan yang 

direncanakan yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat. Proses 

sosialisasi mempunyai arti penting karena mempengaruhi kecenderungan atau 

penolakan individu terhadap keterlibatan. Oleh karena itu, keberhasilan 

inisiatif pemberdayaan masyarakat bergantung pada penerapan strategi kerja 

tertentu. 

Prosedur atau tindakan khusus diterapkan untuk mencapai tujuan atau 

tujuan tertentu. Tujuan pemberdayaan masyarakat adalah untuk 

menumbuhkan kemandirian dan otonomi antar individu dan masyarakat. 

Kemandirian ini mencakup otonomi dalam proses kognitif, perilaku, dan 

pengambilan keputusan. Kemandirian masyarakat mengacu pada keadaan di 

mana suatu masyarakat memiliki kemampuan kognitif, konatif, psikomotorik, 

dan afektif untuk memanfaatkan secara efektif sumber daya yang tersedia di 

lingkungannya. Tujuannya dapat menjadi indikator keberhasilan 

pembangunan ekonomi. Kesuksesan dapat didefinisikan sebagai hasil dari 

upaya, khususnya pemberdayaan masyarakat melalui perolehan pengetahuan, 



 

77 

 

keterampilan, dan sumber daya yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan 

fisik, ekonomi, dan sosial, sehingga memungkinkan masyarakat berfungsi 

secara mandiri dalam semua aspek kehidupan. 

5.2 Saran 

Memperhatikan kondisi baik dalam tatanan perekonomian maupun 

keamanan agar Desa Nunggi Kecamatan Wera, Kabupaten Bima menjadi 

masyarakat madani Wilayah Publik yang bebas (Free public sphere) artinya 

ruang publik yang bebas dari sasaran untuk mengemukakan pendapat warga 

masyarakat. 

Agar semua warga negara memiliki posisi dan hak yang sama untuk 

melakukan transaksi sosial dan politik tanpa rasa takut dan terancam oleh 

kekuatan-kekuatan diluar civil society seperti: 

1. Demokrasi adalah prasayarat mutlak lainnya bagi keberadaan civil society 

yang murni. Secara umum demokrasi adalah suatu tatanam sosial politik 

yang bersumber dan dilakukan oleh, dan untuk warga negara. 

2. Toleransi adalah sikap saling menghargai dan menghormati perbedaan 

pendapat. Pluralism adalah pertaliaan sejati kebhinekaan dalam ikatan-

ikatan keadaban dan keselamatan umat manusia. 

3. Keadilan sosial artinya adanya keseimbangan dan pembangian yang 

proporsional atas hak dan kewajiban setiap warga negara yang mencakup 

seluruh aspek kehidupan ekonomi, politik, pengetahuan, dan kesempatan. 
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Lampiran 1.  Instrument Wawancara 

 

INSTRUMEN WAWANCARA 

Upaya Pemerintah Desa Dalam Mengembangkan Ekonomi Budaya Masyarakat 

Madani Desa Nunggi Kecamatan Wera Kabupaten Bima 

 

Narasumber :  Kepala DesaNunggi, Aparat Desa dan Masyarakat miskin 

dan menengah (Pedagang) 

Alamat :  Desa Nunggi Kecamatan Wera Kabupaten Bima  

Pekerjaan/jabatan :  Aparat Desa dan Pedagang 

Umur :  30/55 

Pertanyaan: 

1 Bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah desa dalam 

mengembangkan ekonomi budaya masyarakat madani di Desa Nunggi 

Kacamatan Wera, Kabupaten Bima? 

2 Permasalahan apa saja yang di alami pemerintah dalam meningkatkan 

masyarakat madani di Desa Nunggi Kacamatan Wera, Kabupaten 

Bima? 

3 Kendala apakah yang di alami pemerintah desa dalam 

mengembangkan ekonomi budaya masyarakat madani di Desa Nunggi 

Kacamatan Wera, Kabupaten Bima? 

4 Apakah pada saat melakukan pelayanan misalnya pelayanan pebuatan 

surat- menyurat di Kantor Desa ada kendala, atau mereka meminta 

upah pada untuk membuat surat? 

5 Apa saja langkah-langkah yang harus dilakukan pemerintah desa 

dalam mengembangkan ekonomi  budaya masyarakat madani di Desa 

Nunggi Kacamatan Wera, Kabupaten Bima? 
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Lampiran 2. Dokumentasi Penelitian 

DOKUMENTASI PENELITIAN 

 

Kantor Desa Nunggi  
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Wawancara bersama bapak Kepala Desa Nunggi Kecamatan Wera Kab.Bima 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto Bersama Aparat Pemerintah Desa Nunggi Kecamatan Wera Kab.Bima 

 


